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ハ DENGAI\I RAHMAT TI]HAN YAI{G MAHA ESA

BTJPATI SITUBONDO,

batrwa dalam rangka upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan'

kesehatan yang bermutu di Kabupaten Situbondo sesuai kebutuhan dan

perkembangan sosial ekonomi masyarakat perlu didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai;

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Situbondo Nomor
Nomor : l88l669tPl0M.2l201l tentang Izin Operasional Sementara

Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe - D Kabupakn Situbondo,
maka dalam penyelenggaraannya perlu menetapkan Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumatr Sakit Umum
Daerah Besuki Tipe - D lfubupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pernbentukan Daeratr-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatnrn 1965(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrwr 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27 30);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan lrmbaran Negara Indonesia Nomor 32@);

Undang-Undang Nomor 23 Tahrur 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349il;
Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlrn 2003 Nomor 4'1,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67LL6l Email : info@pemdasitubondo.go.id
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahu 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (trembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahm 2009 Nomor 112,
Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahm 2009 tentang Kesehatan (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,14, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lemba-an
Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 153, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembenhrkan Peraturan
Perundang-Undangm (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahm 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
Perdwan Pemeintah Nomor 58 Tahwr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara PemerintalL Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Perahran Pemerintah Nomor 39 Tahm 2007 tentang Pengelolaan Uang
NegaralDaerah (kmbar:an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahm 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian,
Penggmaaq Cara Pemotongan, Penyetaraan dan Besamya Biaya Iuran
Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8
Tahun 1997 tentang Perubahan dan Tarnbahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara
Pemotongan, Penyetaraan dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai
Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensim;
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
I47A,1ENKES/PER/V201 0 tentang Perijinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik [ndonesia Nomor 340/
MENKES/PEMII/201 0 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang
Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.ASKES (Persero)
dan Anggota Keluarga di Puskesmas, BKM, dan Rumah Sakit Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomfi 903/IVIENKES/PER/V/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 93A|MENKES/SKB/IV1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 20ll tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboraturium
Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 201 1

Nomor 2l).
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe-D
Kabupaten Situbondo.

MEDEUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN  BUPAn  SITUBoNDO  TENTANG  PEDODIAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEIIATAN PADA RUPIAH
SAKIT UⅣEUM DAERAII BESUKI TIPE ‐ D  KABUPATEN
SITUBONDO
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BAB I
KETENTUAI\UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe - D yang selanjutnya disebut
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe - D Kabupaten
Situbondo.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten
Situbondo.

6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa
tinggal dirawat inap.

9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
yang harus diberikan secepatnya tmtuk meracegah/menanggulangi resiko
kematian/cacat dan bersifat penyelmatad I iv e s av i n g.

10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi,
diagnosis, p€ngobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan
menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.

11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang

dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai standar profesi.

12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien
yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi, berdasarkan kriteria
durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan
profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil,
sedang, besar, canggih dan khusus.

13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan
tanpa pembedahan.

14. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga
keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri
maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan
keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.

75. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayaoan untuk penunjang
penegakan diagnosis dan terapi.

16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan
yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan
fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortot7prostetilg bimbingan
sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripuma meliputi
upaya penyembuhan dan pernulihan yang selaras dengan upaya
pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

18. Perawatan JenazahlPernulasaran adalah kegiatan yang meliputi perawtan
jilazal\ konrrvasi bedah mayat yang dilak*an oleh Rumah Sakit untuk
kepentingan pelayanan kesehaaq pemakaman dan proses peradilan.

19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja
sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain
dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan
tanggrmg j awab lainnya.
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Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di
Rumah Sakit.

Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya

pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakar/mendapat
pelayanan di Rumah Sakit.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanan pelayanan

atas jas pelayaaan yang diberikan kepada pasien dalam rangka

observasi, diagrrosis, tindakan keperawatarq konsultasi, visite,
rehabilitasi medik dan atau pelayanan lairmya.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas

pemakaian saran4 fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan

pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dar/atau pelayanan

lainnya dan termasuk komponen tarif.
Badan adalah sekumpulan oftmg atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melala.rkan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, p€rsero:rn komanditer, perseroan lainnya,

Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk

apapu& firma kongsi, koperasi, dana pensiuu persekutuan,

perkumpulaq yayasarL organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sill selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Uldang untuk melakr.rkan

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAI\ PELAYANAI\ KESEIIATAI{

Pesd 2

(1) Kepala Dinas bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo wajib melakukan sosialisasi
kepada masyarakat dar/atau p€ngguna Rumah Sakit Umum Daerah
Besuki.

(2) Kepala Dinas Kesehatan dibantu Direktur Rumah Sfit Umum
Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, wajib
melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap
pelaksanaan dan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah
Besuki.

(3) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat
bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kajian (studi)
lapangan.
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BAB III
JENISJEI\iIS PELAYAI\AN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten

Situbondo, meliputi :

a. Pelayanan Rawat Jalan;
b. Pelayanan Rawat Danrat;
c. Pelayanan Rawat Inap;
d. Pelayanan Medik;
e. PelayananKeperawatan:
f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
g. Pelayanan Penunjang Medik;
h. PelayananKonsultasi;
i. PelayananKebidanan;
j. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
k. Pelayanan Pengujian Kesehatan (General Check up);
l. Pelayanan Medico Legal;
m. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
n. Pelayanan Farmasi dan Bahan Habis Pakai;
o. Pelayanan Transportasi Ambulan dan transportasi jenazah;

p. Pelayanan Binatu (Laundry):
q. Pelayanan PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit).

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating
Prosedur (SOP), Tatakelola yang baik (Good Governance), Keamanan Pasien
(Patient Safety), dan/atau standar profesi masing-masing

BAB IV

PELAYANAI{ RAWAT JALAI\

Pasal 5

(l) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari :

a Pelayanan Poliklinik Umum;

b. Pelayanan Poliklinik Spesialis;

c. Pelayanan Poliklinik Kebidanan (KIA-KB, Kesehatan Reproduksi
dan PONED);

d. Pelayanan Poliklinik cigi dan Mulut;

e. Pelayanan Konsultasi Gizi dan Konsultasi Sadtasi.

(2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan retribusi
pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis
harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas (ID Patient Card) darr
rekam medis yang berlaku seumur hidnp (single numbering identity ).

(4) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas
sebagaiman dimaksud ayat (3) karena berbagai sebab, dikenakan tarif
penggantian biaya kartu identitas.

(5) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan klas umum
(klinik umum, KIA, Gigi dan konsultasi) dan klas I (I(inik Spesialis).

}
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BAB V

PELAYANAN RAWAT DART,JRAT

Pasal 6

(1) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi
pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis
harian yang meliputi j asa sarana dan j asa pelayanan.

(2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif
retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat
kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien,

penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan
penyelamatan jiwa pasien.

(3) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam)
jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk ke RSUD sesuai

indikasi medis.

(4) Tindakan medik gawat darurat diklasifikasikan sebagai tindakan medik
emergensi atau tindakan medik penyegeraan (cito) berlaku tarif kelas I.

(5) Bag pasien baru dikenal<an biaya kartu identitas dan rekam medis yang
berlaku seumur hidtp (single numbering identity).

(6) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi
medis melalui telepon (oz cal[1 dengat persetujuan pasien atau
keluarganya.

(7) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah
50% (lima puluh per seratus) dari jasa konsultasi medik di tempat (oz
site).

(8) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
tindakan medik (operatif atau non operati|, konsultasi, observasi
intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif
reEibusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

(9) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif
harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantamya
dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (informed consent)
setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau
tenaga keperawatan yang merawatnya.

BAB VI
PELAYA}{AI{RAWAT INAP

Pasal 7

Klasifikasi akomodasi rawat inap dibedakan berdasarkan perbedaan sarana
dan fasilitas ruangan dibedakan dalam :

a. Kelas III
b. Kelas II
c. Kelas I
d. Kelas Utama

e. Kelas VIP
f. Non Kelas, terdiri dari :

1) Ruang Isolasi.

2) Ruang Rawat Bersalin.

3) Ruang Perinatologi.
4) Ruang Rawat Intensif.

t
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Pasal 8

(l) Biaya akomodasi kamar sudah termasuk biaya makan non diet,
sedangkan permintaan makan diet pasien sesuai rekomendasi dokter
yang merawat diperhitungkan tersendiri.

(2) Pemakaian akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat, setiap pasien

yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jarr. (dua puluh empat iam)
karena berbagai sebab, diperhitungkan I (satu) hari rawat.

(3) Pasien bayi rawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi

50% (lima puluh per seratus) dari biaya akomodasi ibunya sesuai dengan

klas perawatan yang ditemPati.

(4) Pasien bayi dengan penyulit yang dirawat di nrang perinatologi

dikenakan biaya akomodasi penuh. Dalam membutuhkan pelayanan

dengan incubator, maka dikenakan tambahan retribusi tersendiri.

(5) Tarif retribusi pelayanan tindakan medik non operatif, asuhan/tindakan
keperawatan, konsultasi, visite, observasi, penunjang medik,
penggunaan peralatan medik tambahan, dikenakan tarif retribusi
pelayanan tersendiri sesuai pelayanan yang diterima dan kelas perawatan
yang ditempati.

(6) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan administrasi rawat
inap I (satu) kali selama dirawat .

(7) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan konsultasi dolter spesailis
melalui telepon (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persejuan

dari keluarga atau pasien yang bersangkutan.

(8) Besaran tarif retribusi konsultasi ditempat (onsrre) dipersamakan dengan

tarif visite. Besaran tarif retribusi konsultasi melalui telepon adalah 50%
(lima puluh per seratus) dari Tarif retribusi ditempat.

Pasel 9

(1) Untuk pasien rawat inap yang memerlukan pelayarvm penyegeruat (cito)
baik untuk tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik harus
mendapatkan persetujuan pasien atau penjamin.

(2) Retribusi pelayanan penyegeraan (crto) dipersamakan dengan pelayanan
kelas utama.

Pasal 10

(1) Pelayanan isolasi penyakit menular dikhususkan bagi pasien yang
menderita penyakit menular atau diindikasikan (suspect) sebagar
penyakit menular sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Alomodasi ruang isolasi dipersamakan dengan akomodasi kelas I.

(3) Tarif Tindakan medik pasien rawat isolasi dipersamakan dengan Tarif
Tindakan medik kelas I.

ｌ
Ｌ
ｒ



⌒

ハ

BAB YII
PELAYANAII MEDIK

Pasal l l
(l) Jenis Pelayanan Medik terdiri dari :

a. Tindakan Medik, meliPuti :

l. Tindakan Medik OPeratif ;

2. Tindakan Medik Non OPeratif.

b. Tindakan Anestesi

c. Pelayanan konsultasi medis

d. Visite.

(2) Setiap pelayanan medik sebagaimana drmaksud pada ayat ( I ) dikenakan

jasa pelayanan berupa jasa medik dan jasa sarana

(3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jeni-s

-' ;;drk"", resiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih

[* p-i*i.rAiri" ti"aut* medik dikelompokkan dalam klasifikasi,

meliputi:

a. Tindakan Medik Ringan;

b. Tindakan Medik Sedang;

c. Tindakan Medik Besar'

Al Penselomnokan nama-nama jenis tindakan medik sebagaimana ayat (3)

'-' ;;;;;;'t;[urifik*invu iebagaimana tersebut dalam Lampiran'

(5) Jasa medik spesialis anestesi dit€tapkan maksimal 30Yo (tiga puluh per

'-' t"t"tt tl dari jasa medik operaior sesuai dengan jenis tindakan

anestesinYa.

(6) Dalam hal tindakan anestesi dilalnrkan oleh Penata Anestesi (Perawat

Anestesi), maka jasa penata anestesinya maksimal adalah 20V' (6n

puluh per seratus) dari jasa tenaga medis operatornya

(7) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi

berbeda (ioint operation; dadatay aiaamping,.:* "p--1t"1.^!]*i
il;ilidi hiru'dikenakan tambahan jasa medik op€rator atau Jasa

medik sPesialis non op€rator'

BABVIII

PELAYAI\AN KEPERAWATAII

Pasal 12

(1) Pelayanan keperawatan meliputi :

a. Asuhan KePerawatan ;

b. Tindakan Keperawatan mandiri dan tindakan kepe'rawatan

kolaboratif.

(2) Retribusi pelayanan kep€rawatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
\' ' ;JA;;i"nis pelayanan keperawatan yang diterima pasien'

(3) Pelayanan keperawatan kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara

p-pooio"a dengan tenaga medik yang melimpatrkan kewenangannya'

}
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BABVIX

PELAYAI\AI\ REHABILITASI MEDIK

Pasal 13

(l) Jenis Pelayanan berupa Rehabilitasi Medik dan Akupuntur.

(2) Biaya pelayanan rehabilitasi medik tidak terencana (cito) dikenakan

tEmbahan biaya sebesar 25o/o (dua puluh lima per seratus) dari seluruh

komponen biaya.

(3) Besamya biaya pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besamya biaya tmtuk
pelayanan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.

(4) Besamya biaya pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari n{ukan swasta ditentukan

sama dengan besamya biaya untuk pelayanan sejenis dari Pasien Rawat

lnap kelas II.

BABX

PELAYAI\IAII PENTJNJAI{G MEDIK

Pasal 14

Pelayanan penunjang medik terdiri dari :

a- Pemeriksaanlaboratorium;

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;

c. PemeriksaanDiagrrostikElekromedik.

Bagien Kesatu
Pemeriksaen Laboratorium

Pasel 15

(l) Pemeriksaan laboratorium dihitung bedasarkan durasi waktu pelayanan,

kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme

dikelompokkan dalam parameter pemeriksaan sederhana" pemeriksaan
sedang, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan canggih.

(2) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi
Famasi.

(3) Pelayanan pemeriksaan laboratorium (Cito) dikenakan tambahan biaya
sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya pemeriksaan.

(4) Besamya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ),
untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besamya biaya rmtuk
pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.

(5) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan
sama dengan besamya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien
Rawat Inap kelas II.

(6) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium karena
kesalahan petugas (human error) atau setelah divalidasi hasilnya
meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang

memerlukan pengurangan.

Ａ
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Bagian Kedua
Pemeriksaan Radio Diagnostik

Pesal 16

(l) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik adalah sebagai berikut :

a. Radio Diagnostik dengan kontras;

b. Radio Diagnostik tanpa kontras;

c. Radio Diagrostik imaging;

d. Pelayanan Diagrostik Elektromedik.

(2) Obat-obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai (BBA) yang digunakan

langsung oleh pasien merupakan komponen jasa yang disediakan Rumah

Sakit Umum Daerah Besuki dan menjadi tanggung jawab pasien.

(3) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi

Famasi.

(4) Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik (Cito) dikenakan tambahan

biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya perneriksaan.

(5) Besamya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

unhrk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besamya biaya rmtuk
pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat lnap kelas III.

(6) Besamya biaya Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan
sama dengan besamya biaya unnrk pemeriksaan sejenis dari Pasien

Rawat lnap kelas II.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Diapostik Elektromedik

Prsal 17

(1) Jenis pelayanan Diagnostik Elektromedik terdiri dari :

a. ECG;

b. CTG;

c. Funduscopy;

d. Audiometri;

e. Biometri;
f. Facialis parase;

g. EEG;

h. EMG;

i. Goniuscopy;

j. Kampimetri;

k. Ophatalmascopy;

I. USG.

(2) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi
Famasi.

(3) Pelayanan Pemeriksaan Diagrrostik Elektromedik (Cito) dikenakan
tambahan biaya sebesar 25% (dtn puluh lima per seratus) dari biaya
pemeriksaan.

(4) Besamya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besamya biaya untuk
pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.

ハ
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(5) Besamya biaya Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan
sama dengan besamya biaya mtuk pemeriksaan sejenis dari Pasien

Rawat Inap kelas II.

BABXI
PELAYAI\AI\ KONSULTASI

Pasal 18

Pelayanan konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

a. Konsultasi Medik;

b. Konsultasi Gizi;

c. KonsultasiPsikolog.

Pasel 19

(l) Pelayanan Konsultasi Medis sebagaimana Pasal 17 huruf 4 dilakukan
pada Dokter Jaga Umum maupun Dokter Spesialis serta dilakukan pada
instalasi Rawat Jalan, UGD maupun ICU.

(2) Besamya biaya konsultasi ditentukan sesuai dengan jasa dokter dan
instalasinya.

Pesal 20

(l) Pelayanan Konsultasi gizi sebagaimana Pasal 17 huruf b, dikenakan
biaya Jasa Pelayanan.

(2) Konsultasi Gizi dapat dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi
Rawat Inap.

Pesal 2l
(l) Jenis konsultasi Psikologi sebagaimana Pasal 17 huruf c, meliputi :

a. Konsultasi Psikologil

b. Tes Intelegensi;

c. Psikotest selain Test Psikologi.

(2) Setiap pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa
pelayanan.

BAB XII
PELAYAI\AN KEBIDANAI\

Pasal 22

(1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, terdiri dari :
a. Pelayanan Keluarga Berencana" antara lain pemasangan dan

pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant;

b. Persalinan normal ; dan

c. Persalinan dengan tindakan, berupa :

l. Pervaginam;

2. Operatif.

ｌ
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(2) Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan

dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan.

(3) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung

ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dmi retribusi kelas
perawatan Ibu.

(4) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung

ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati.

(5) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir
disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.

(6) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter
spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/ataujasa dokter spesialis anak.

(7) Besaran jasa dokter spesialis anak maksimal 20% (dtn puluh per

seratus) dari jasa medik operator.

(8) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga

kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi (alkon) serta ada atau

tidak adanya penyulit.

BAB XIII
PELAYANAI\I MEDIK GIGI DAI{ MT]LUT

Pasal 23

(l) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :

a. Pencabutan gigi sulung;

b. Pencabutan gigi tetap;

c. Perawatanpulpa;

d. Tumpatan sementara;

e. Tumpatan tetap;

f. Pembersihan karang gigi;

g. Incisi abses;

h. Gigi tiruan sebagian lepasan;

i. Gigi tiruan lengkap lepasan.

(2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan tindakan medik,
kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme
pelayanan tindakan medik gigi dan mulut dikelompokkan dalam
klasifikasi meliputi:
a. Tindakan medik riog;
b. Tindakan medik sedang.

(3) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai klasifikasinya sebagai tersebut dalama
Lampiran.

Ａ
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BABXIV

PELAYANAI\I PENGUJIAN KESEHATAI! (GENERAL CHECK UP)

Pasal 24

(l) Pelayanan pengujian kesehatan (general check up) merupakan paket

pelayanan, meliputi :

a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calonjamaah haji;

b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;

c. Pengujian Kesehatan untuk pegawai, unhrk pendidikaru unnrk
melamar pekerjaarl atau untuk keperluan tertentu.

(2) Tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
sudah termasuk kesehalan umum dan pemeriksaan
penunjang medik, yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif pelayanan pengujian kesehtan (general check up\ sebagaimana
dimaksud pada ayal (l) huuf a disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PELAYANAT{ MEDICO-LEGAL

Pesal 25

(1) Pelayanan medicoJegal merupakan pelayanan yang diberikan pada
institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi
kepentingan hukum, terdiri dari :

a. Pelayanan visum et repertum, meliputi :

l. Visum et repertum mati;

2. Visum et repertum hidup dengan pemeriksa^n luar dan/atau
dengan pemeriksaan dalam.

b. Pelayanan Resume Medik

(2) Setiap pelayanan medico legal dikenakan rctribusi pelayanan yang
meliputi biaya j asa sarana dan jasa pelayanan

BAB XVI
PELAYANAI\ PEMULASARAAI{ JENAZAH

Pasel 25

Jenis Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, terdiri dari :

a Perawatan Jerazzh, meliputi memandikan, membersihkan,
mengkafankaq dan membungkus jerazah:

b. Pemakaian Kamar jenazah;

c. Perlayanan Surat Kematian;

d. Pengawetan Jenazah;

e. PenyimpananJenazah.

Ｉ
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Pasal 27

(l) Rumah Sakit Umum Daerah Besuki berkewajiban menyelenggarakan
penguburan jenazah pasien yang tidak mampu dan tidak mempunyai

keluarga atas biaya Pernerintah Daerah.

(2) Dengan seizin pihak yang berwajib, Rumah Sakit Umum Daerah Besuki
dapat menyerahkan jenazah yang tidak diketahui identitasnya ke

Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.

(3) Demi kepentingan umum, Rumah Sakit Umum Daerah Besuki wajib
melakukan perawatan jena"ah bagi pasien yang meninggal dunia karena
penyakit menular (penyakit karantina).

(4) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankart

kepada keluarga atau penanggungnya.

(5) Retribusi perawatan jenazah khusus, antara lain dan tidak terbatas pada

kasus HIV-AIDS, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PELAYANAI\ FARMASI DAN BAHAN IIABIS PAKAI

Pasal 2E

(1) Komponen biaya pada Pelayanan Instalasi Farmasi meliputi :

a- Pemberian Resep;

b. Pemakaian Oksigen (O2);

c. Penyediaan Bahan Habis Pakai;

d. PelayanarVasuhan fannasi klinik;
e. Pelayanankonsultasi/informasi obat.

(2) Pelayanan Farmasi merupakan bagian proses p€ngobatan yang menjadi
tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Besuki untuk penyediaan
abat dan sediaan farmasi lain sesuai dengan kebutuhan serta melakukan
pengawasan dan pengendalian penggmaannya.

BAB XVIII
PELAYANAN TRANSPORTASI AMBI]LAT\

DAI\ TRANSPORTASI JENAZAII

Pasal 29

(l) Pelayanan transportasi ambulan klasifikasikan dalam :

a. arnbulan disertai kru (crew) tenaga medis dan/atau keperawatan;

b. ambulan tanpa disertai kru (crew).

(2) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulan terdiri dari :

a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang
sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran. Tarif awal
diperhitungkan untuk l0 kilometer pertama, sedang kilometer
tambahan selanjutnya dihitrmg per I kilometer.

b. Jasa safima yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk
biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan,
deprcsiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang
dikonversikan dalam satuan per kilometer.

ａ
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c. Jasa pelayanan, meliputi :

l) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);

2) jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa

keperawatan jika diserta km keperawatan sesuai dengan jumlah

kru yang menyertai.

d. Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap,

maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang

berlaku di kota yang dituju.

e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi
termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.

f. Untuk ambulan yang dilengkapi dengan emergency kit dan obat'
obatan emergensi besaran retribusi dan disertai tindakan medik

disetarakan dengan pelayanan gawat darurat.

Pasal 30

( 1 ) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan

I (satu) orang petugas pendamping.

(2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari dari :

a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang
sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran. Tarif awal
diperhitungkan untuk 10 kilometer pertam4 sedang kilometer
tambahan selanjutnya dihitung per I kilometer.

b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untr*
biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraaru

depresiasi (penyusutan) dan operasional

c. Jasa pelayanan . meliputi :

l. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi), dan

2. jasa pelayanan untuk petugas pendampiing

d. Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap,
maka diperhitungkan biaya mengkrap sesuai biaya penginapan yang

berlaku di kota yang dituju.

e. Biaya penyebenangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergt

termasuk petugas pendamping.

BABXIX

PELAYANAI\I BINATU ('OUNDNI)

Pasal3l

(l) Jenis Pelayanan Binatu (loundry), meliputi :

a. Pelayanan linen bersih;

b. Pelayanan linen untuk tindakan medik.

(2) Tarif rctribwi pelayanan bahan linen untuk kepentingan Rumah Sakit
Umum Daerah Besuki diperhitungkan sebagai komponen tarif pelayanan

tindakan medik.

l
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BAB XX

PELAYANAN PENYULUHAN KESEⅡ ATAN DIASYARAKAT
RUMAII SAKIT(PKMRS)

PaS31 32

Pelayanan yang diberikan yaitu bempa penyuluhan tentang keschatan
masyarakat bcrdasarkan pada sasaran individu atau kclompok dengan tuiuan

und membah pcnl・aku tt stit me判 adi sChat

BABXXI

STRIJKTI,]R I}AI\T BESAR}TYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki disesuaikan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2l Tahun 20ll tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan
Daerah.

BAB XXII

INSTANSI PENYELENGGARA

Pasa1 34

MenmJuk Rmah Sakit Umuln Daerah Besuki sebagai instansl yang
bemenang memlingut RetFibuSI Pelayanan Kesehatan di Rmah Sttt Umum
Daerah Besuki.

蹴 ゴ】T職 2酬 1

Diundangkan di Situbondo
padatangga1 2 9 D

011

AERAII

a.9.fttα

●.い¢

Pembina Utama Muda
NIP。 195410101976031010

Ⅱ.DADANG WIGIARTO,S.H

BERITA DAERAH KABWATEN SITUBONDO TAHUN 201l NOMOR 62

__り_1生|り
|
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LAMPIRAN PeraturanBupati Situbondo
ranegal ,20 DE! zflii
Nomor : 62. Tahun 20l l

JENIS PELAYANAI{ KESEHATAI\I PADARUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI
TIPE - D KABUPATEN SITUBONDO

NO JEMSPELAYANAII

I. RAWATJAI,A]\I
l - Pemeriksaan rawatjalan/ dokter/dokter gigr umum

2. Pemeriksaan rawatjalan/dokter spesialis/dokter gigi spesialis

3. Perneriksaan gawat damrat
4. Pemeriksaan gawat danrat hari libur

tr, RAWATINAP
l. Kamar Rawat lnap Biasa (Kelas Illlhari
2. Kamar Rawat Inap Kelas IVhari
3. Kamar Rawat Inap Kelas Vhari
4. Kamar Rawat Inap Kelas UtamaAari
5. Kamar Rawat Inap VIP/hari
6. Pemeriksaan Dolcter Umum/Rawat Inap biasa/perkali datang
7. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas II dan Vperkali datang
E. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas Utama/perkali datang
9. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas VlP/pe*ali daang
10. Pemeriksaan Dokter Spesialis/Rawat Inap biasa/perkali datang
I l. Pemeriksaan Dokter SpesialiVRawat Inap pluVperkali datang

III. TINDAXAIYMEDIXNONOPERATIT'

e- Tindakrn Ringen
l. Tindakan suntik / Injeksi
2. Perawatan Luka
3. Pasang infirs dewasa
4. Pasang oksigen
5. Irigasi serumen
6. Test buta warna
7. Koreksi snellen tes
8. Irigasi mata
9. Skin tes

10. Angkat jahitan
11. Pasang / buka spalk
12. Tindik telinga
13. Pasang nasal sonde
14. Pasang verband elastic
15. Rawat Luka Bakar Grade I I -5%
16. Kateterisasi ( pasang atau lepas kateter )
17. Pasang infus anak / bayi
18. Tranfusi dara& ( tanpa darah )
19- Inspekulo hidung atau telinga
20. Heacting kecil < 5 cm
21. Imunisasi
22. Pemeriksaan Visus
23. Rectal Toucher
24. Pemasangan / pelepasan tampon hidung
25- Perawatan tali pusar

Ａ
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b.Tindakan Medik Sedang
i Rawat Luka Bakar GradcI1 5-10%

2. Lavelnen

3 Pemasangantampon tclⅢ  dengan obat
4 Pemasangan tampon hidung dengan obat

5 Fibasi ttrcosta

6.PasanυЪuka」ps
7 Ktlmbah iatnbung

8. Heacing luka scdang S-10●m
9 Ncbulizer sckali pakai

10 Ekstraksi corpus alienum

H Angkat jahitan 5-10 cm

12. E却 Laksi kuku/bcnda asing

13 Perawatan luka sedang/kotor 5‐ 20 cm

14 Pcngambilan darah artcH

15 cross insisi

16 Pelepasan/Pemasangan山 」n

17.IttckSi Kcloid tanPa Obat

18. Pcmasangan触 sasi dada

c.Tindakan Medよ Besar

l.Heacting luka besar>10 cm

2 hisi abses scdang

3.Pemwatan luka besar>20 cm

4 Pasang/1epas vagha tampon

5 Punksi Plcura

mAKAN MEDIK OPERA¶
『8.TindaLEI Meditt Ringall

l.DebHdemen luka gangrene

2 Eksploぃ i Luka

3 Vcna Sccti

4 Jahi Luka l-10 simpul

5.Insisi Ab"s

b.Tilldakan Medik Sed3ng

l.Jahit Luka 10-25 simpul

2 Ekstcrpasi aterum atau clavus nervus attu lipoma

3.Amputasij“

4 Eksterpasi Hordeululn

5. Ekstcrpasi Kalazion

6 Phimosis dengan pcnyulit

7 Ekstcrpasi Pteregium

8 Ekstraksi Btt Uretra

9.Vasektomi

10 CIFCulnSisi dcngan anestesi ulnumヽ

H_Minilaparatomi Stdl機 si

12 0pcrasi Bedah Minor Mata

13.Chumsisi dengan Anestesil∝ al

L

ハ

１
ｌ
Ｌ
７



⌒

20

c.Tilldakan Medik Opentif聰 ar

l.Hemia lncaserata

2 Lapantomi Percobaan

3. Obstruksi llcus

4 Apcndektomi atau Pcn Apendiculcrinfllnte(PAI)

5 0perasi Bam uretcr

6.Tumor Parotis

7.Tonsilektomi descksi

8.Sectb Cacsana

9.Laparotomi Myoma

10 Laparotomi Kh Ovarle

H.Laparotomi KET

12.Labiopl田け

13.OperasI Katarak dcn3an ЮL(h山田okulcr lcnsa)

14 Lascr Glucoma

15.Opcrasi Katarak dcngatl Ю L(paket bantuan LSM)

Ⅵ  TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT(EMERCENSI)

a TindBhn Medik Emergellsi Kec■

1.Rawat lukaく 5 cm

2 Lepas kateter

3.Hcacthgく 5cm

4 AngkatJahitanく 10 cm

5.Pemasangan 02(tanpa 02)

6 Slym Suction

7. Pasang Darcmbuls

8 Cukur rambut dilokasi operasi

9 Pengambilan samplc darah

10 1niCkSi

ll.Lcpas NGT

12. Lepas hfts

13 Rcctal Touchcr

14 Vulva Higiene

15 Pclncriksaan GDA

16.Skin Tcst

17 Logroling

18 Lcpas Sistotomi

19 Pemasangan Collar Bracc

20 Ekstaksi Corpus Aleniuln pada mata

21 TranfbJ Darah(tanpa darab)

b.Tindaka■ Medik Emergensi Sedallg

l Rawatluka 5-10 cm

2 Pasang kateter

3 1nsisi Kccilく 5cm
4.CЮ ss hsisi

5N∝ rotomi 5-10 cm
6 Bulektomiluasく 10 cm

7 PemeH魅aan EKG

8 Hcacthing 5‐ 10jahitan

9 AngkatJahitan>10 cm

10 Nebulizcr dengan obattiap/kali

‘
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I l. Pemasangran infuse

12. Lavement

13. Pemasangan NGT

14. Perawatan Tali Pusat dengan komplikasi

15. Perawatan Luka bakar < 50 %

16. Monitoring Pemberian Obst Tritasi

17. InsisiAbses<5cm
lE. Pernasangan TamPon hidung

19. Lepas GIPS

c. Tindekrn Medik Emergensi Beser

l. Rswat luk, 1O -20 cn
2. NecrotomY > l0 cm

3. Ekstraksi Kuku

4. Heacthing > l0 cm

5. Pasang GIPS

6. Ambil KorPal hidung

7. Ambil korpal telinga

E. Kumbah l,ambung

9. Lepas GIPS besar

10. Perawatan Luka Bakar > 50 %

11. Perawatan Gangten

12. Resusitasi dengan Kegawatan

I 3 . Observasi Pasien Gawat > 2 jam pada kasus ( COB, Stroke, kasus syok dan kasus
khusus lainnya

14. InsisiAbses>5cm
15. Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula

16. Bless Pungsi

17. Pasang Infus Intraoseus

I E. Pasang Infus Umbilikal

19. Pasang Tampon Vagina

d. Tirdrken Medik Opentif Emergensi - Kecil
l. Circumsisi Emergensi

2. Vena Sectio ( vena seksi )

vI. PERAWATAN
l. Asuhan Keperawatan Biasa (Kelas III) / hari
2. Asuhan Keperawatan di Kelas II, I / hari
3. Asuhan Keperawalan di Utama dan VIP / hari
4. Perawatan bayi / hari
5. Konsultasi Gizi

VII. PEMERIKSAAI{I.ABORATORIIJM
1. Darah Lengkap ( Hb, Leuko, BBS, Hitung Jenis, dan Eritrosit)
2. Haemoglobin ( Hb Sahli/ Manual )
3. l,€ukosit ( manual )
4. Eritrosit
5. Thrombosit
6. Hematokrit
7. Hitung Jenis
8. Laju Endap Darah / BBS
9. Evaluasi hapusan darah

lo. Golongan Darah

１
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1l  Blecding Tinlo/Cloting Time

12 APTT/PTT(Faal Hemostatis)
13_UHne Lengkap
14.  Urobilin Urine

15 Bilirubin UHne

16 Albmin Urine
17 Reduksi Urinc

18. Scdimen Urine

19. Tes Kehamilan(dengan carik celup)

20 Narkoba(5 parameter)

21.  Fcses len3kap

22. Spum BTA
23 Mdatia tctcs tba1/hap― n darah

24. VDRL
26  Gram
27 G0
28.  Dinen

29 Widal(slide)

30.Bilirubin direct

31 Bilimbin indirect

32 BllHbh Total
33 SGOT
34. SGPT
35.  Anti「EV
36  Alkali Fosfatasc

37 TOtal Protein

38  Albulnin

39.  Globuin

40 Ga― aGT
41 HBs Ag Elisa

42 HBs Ab Elisa

43 Urem
44  Kreatinln

45. Asam Urat

46  Gula Darah 2 Jam PP

47  Chia Darah Puasa

48. TrigleseHda

49. ChOlesterol

50. HDL
51  LDL
52. Eleholit Tiap Komponen

53 Andisa Spema
54. Ig G,Ig M Denguc

55  T3(TiЮid)
56. T4

57. TSH
58  FT4
59  FSH
ω_Remksibenm
61  Swab V…
62  Saコ,pling Vcna
63.  Samapling arten

Ａ
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64. Analisa gas daralt
65. CRP
66. ASTO
67. Transudat / Eksudat
6E. MCVA,ICIYMCHC
69. Osmotik fragility
70. Retikulosit
71. Eosinofil

VItr. RADIODIAGNOSTIKDA}IELEKTROMEDIK
l. Film kecil (18/24,24/30)

2. Film besar (30140,35143)

3. ECG/EKG
4. USG dengan print tiaP gambar

5. USG tanpa print gambar (monitor saja)

D( TINDAKANIMEDIXKEBIDANAIY
I. Pasang IUD
2- trpas IUD
3. Pasang Implant

4. Lepas lmplant

5. Pasang IUD oleh dokter spesialis

6. Pasang Implant oleh dokter spesialis

7. kpas IUD oleh dokter spesialis

8. Lepas Implant oleh dokter spesialis

9. Persalinan Normal

10. Kuretas€

11. Kuretase dokler spesialis

12. Partus HPP

13. Induksi persalinan spontan

14. Vakum ekstraksi

15. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED

16. Persalinan oleh dokter spesialis kandungan

17. Suntik KB (obat dari BKKBN)
lE. Inspekulo

' 19. Perneriksaan Dopller

20- Pemeriksaan Pap Smear test

21. Pengambilan sediaan Pap Smear

L TIIIDAKAII MEDIK GIGI DAII MI,JLUT

e. Tindrkrn Mcdik Gigi dan Mulut Ringen
1. Pencabutan Gigi sulung

2. Tumpatan s€mentsra

3. Pembersihan karang gigi atas atau bawah

4. Pencabutan gigi tetap

5. Tumpatan tehp

b. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Scdang
I. Perawatan Pulpa

2. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi
3. Insisi Abses

4. Gigi Tiruan sebagian pelepasan/ Plat Acrylic ( bahan dan gigi beli sendiri )
5. Gigi Tinran lengkap pelepasan/ Plat Acylic ( bahan dan gigi beli sendiri)

6. Kawat Gigi lepasan ( bahan beli sendiri )
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I,AIN-I,AIN
1. Visum Et Repertum

2. Visum Et Repertum (otopsi dalam)

3. Visum Et Repertum di lokasi (TKP)

4. Pemakaian Kamar Jenasah

5. Perawatan Jenasah

STJRAT KETERANGAN
l. surat Keterangan Sehat

a. Melamar Pekerjaan / Pendidikan

b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri

c. Untuk keperluan lain

2. Surat Kematian

3. Surat Keterangan Calon Mempelai
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